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Penelitian ini di latar belakangi oleh dua penetapan isbat nikah, yaitu
Penetapan  Nomor  314/Pdt.P/2024/PA.Bjm  dan  Penetapan = Nomor
95/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengenai ishat nikah adanya perbedaan hasil akhir dengan
posisi kasus yang sama. Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan
keadaan masih belum mempunyai anak serta umur para pemohon telah memenuhi
syarat usia untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun. Terjadinya perbedaan
pertimbangan hakim menimbulkan disparitas dalam menetapkan perkara isbat
nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan isbat nikah dalam
Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp dan untuk
mengetahui disparitas hakim dalam penetapan isbat nikah dalam Nomor
314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan studi kasus (case approch) terhadap kasus isbat nikah yang
termuat dalam dua penetapan pengadilan dengan memahami alasan-alasan hukum
yang digunakan hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
dan studi dokumen. Teknik Pengolahan data dengan editing, sistematis, dan
deskripsi, kemudian menggunakan analisis deskriptif yang dijabarkan dengan pola
berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Penetapan Nomor
314/Pdt.P/2024/PA.Bjm hakim mengutamakan asas kepastian dan kemanfaatan
hukum dengan mengabulkan permohonan isbat nikah, karena terpenuhinya syarat
dan rukun pernikahan dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tidak adanya
halangan perkawinan dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 39 KHI. Pada Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp hakim
mengedepankan asas kepastian hukum dengan menolak permohonan isbat nikah
bahwa selain mempertanyakan keabsahan pernikahan siri yang dilakukan kedua
mempelai juga menilai latar belakang tidak dicatatkannya pernikahan serta potensi
melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Disparitas pada Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm pertimbangan yang
digunakan hakim adalah memahami secara tekstual atau lahiriah apa yang tertulis
dalam peraturan tertulis mengenai isbat nikah Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI. Adapun
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp, hakim berpatokan kuat dengan Pasal 7
ayat (3) huruf d KHI yang hanya mengabulkan isbat nikah jika pernikahan tersebut
terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



